
 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 17 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 

TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KOTA PADANG PANJANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan 
pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil 

Negara, khususnya pemberian tambahan penghasilan 
kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di 

Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, maka perlu 
dilakukan perubahan terhadap ketentuan pemberian 
tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kota 

Padang Panjang; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Perubahan atas Perturan Walikota Padang Panjang 
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kota Padang Panjang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
962); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan… 
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  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Produktifitas Kerja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6340); 

  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Bikrokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja ASN Negeri; 

  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 

Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN 

Negeri Sipil; 

  9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota 
Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 

2021 Nomor 3); 

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 

Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 

2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG. 

  Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Walikota Padang 
Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah 

Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 3) diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang. 

2. Pemerintah… 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang 
Panjang. 

3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang Panjang. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang 

Panjang. 
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 

Kota Padang Panjang. 
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Kota Padang Panjang. 

8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala Badan 

adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kota Padang Panjang. 

9. Bagian adalah Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah 

Kota Padang Panjang. 
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan 
Pemerintah Kota Padang Panjang. 

11. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin 

suatu satuan organisasi perangkat daerah. 
12. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang 
Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang 
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang 

pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya 

tidak disyaratkan dengan angka kredit. 
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang 

pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya 
tidak disyaratkan dengan angka kredit, dalam suatu satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 

pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu. 
15. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Aparatur Sipil 

Negari yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya 

pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan. 
16. Penilaian produktifitas kerja Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disebut Penilaian produktifitas kerja Aparatur 
Sipil Negara adalah suatu proses penilaian secara 
sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap 

sasaran kerja Aparatur Sipil Negara dan perilaku kerja 
Aparatur Sipil Negara. 

17. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 
Aparatur Sipil Negara pada satuan organisasi sesuai 
dengan sasarn kerja Aparatur Sipil Negara dan perilaku 

kerja. 
18. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP 

adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh 

seorang Aparatur Sipil Negara yang harus dicapai setiap 
tahun. 

19. Aktivitas Kerja adalah langkah kerja untuk melaksanakan 
tugas dan fungsi dan/ atau kegiatan yang ditujukan untuk 
mencapai target kinerja. 

20. Perilaku… 
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20. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau 
tindakan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara atau tidak 

melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

21. Realiasasi Kegiatan adalah realisasi fisik dan keuangan 

terhadap capaian suatu kegiatan. 
22. Instruksi Khusus Pimpinan yang selanjutnya disingkat IKP 

adalah perintah tertulis dari pimpinan daerah yang harus 

dilaksanakan oleh pejabat eselon II dan pimpinan unit 
kerja lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

23. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari 
setiap pelaksanaan tugas jabatan. 

24. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang 

ada hubungannya dengan tugas jabatan yang 
bersangkutan dan tidak ada dalam Sasaran Kerja Pegawai 

yang ditetapkan. 
25. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat 

dengan TPP adalah penghasilan yang diperoleh 

berdasarkan hasil pencapaian kinerja selama 1 (satu) bulan 
diluar gaji yang diterima dengan sah sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

26. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang 
selanjutnya disingkat dengan TPP ASN adalah Tambahan 

Penghasilan Pegawai yang diberikan kepada Pegawai Negeri 
Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota 

Padang Panjang. 
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

28. Aplikasi TPP adalah Sistem Informasi Tambahan 
penghasilan yang digunakan untuk mengelola tambahan 
penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Pemerintah Kota Padang Panjang. 
29. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya 

disingkat SPMT adalah surat yang berisi pernyataan dari 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan 
pelaksanaan tugas dari seorang Aparatur Sipil Negara. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Pasal II… 
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Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 

  Ditetapkan di Padang Panjang 
pada tanggal 9 Juni 2021 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

ttd. 
 

FADLY AMRAN 

Diundangkan di Padang Panjang 
pada tanggal 9 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 

ttd. 

 
SONNY BUDAYA PUTRA 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 17 
 


